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Dewan Pengurus Pusat 

Badon Advokasi Hukum 
IASLII 

Partai NasDem 

Jakarta, 07 Mei 2024 

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 117-02-01-34 / 

PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon 

Perseorangan. 

I DITERIMA DARI : •• iIMAk \�'j t1 
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi 

Cq Majelis Hakim Konstitusi 

No.l\'?f:.0.lr-QL-.�PHPU.DPR-DPRD-XXll/2024 

Hari : S�e-1 

Yang memeriksa dan mengadili perkara no 

117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 

Tanggal: 

Jam : 

o:r W.t, io"" 

,� .Sb \M'i 

Dengan hormat, bersama ini kami: 

1. Nama 

Pekerjaan/ Jabatan 

Alamat Kantor 

2. Nama

Pekerjaan/ Jabatan

Alamat Kantor

Drs. Surya Paloh 

Ketua Umum Partai NasDem 

Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan 

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta 

Pusat, DKI Jakarta. 

Hermawi Taslim 

Sekretaris Jenderal Partai NasDem 

Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan 

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta 

Pusat, DKI Jakarta. 

I 
Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk peng1s1an 

perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR-RI) di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Provins1 Papua 

Barat. 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/DPP 

BAHU /MK.PT /IV /2024 tanggal 24 April 2024 dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada: 
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NasDem Tower, JI. RP. Soeroso No.42 - 46 Gondangdia, Menteng, OKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat 

Daerah Khusus lbukota Jakarta 10350 Telp. (021) 31927141 (0916), fax (021) 31927039 



1) Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

2) Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

3) Pangeran., S.H., S.I.Kom

4) Hema Anggiat M. Simanjuntak, SH, MH

kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Badan Advokasi 

Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 

- 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI

Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 email: 

regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa .......................... ; 

Selanjutnya dise but se bagai. -----------------------------------Pihak Terkait; 

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 

Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan 

oleh Pemohon Perseorangan Sius Dowansiba, sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 

I. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

1. Bahwa Surat Kuasa merupakan suatu persetujuan seseorang

memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya,

diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

selanjutnya disebut KUHPerdata. Pemberian kuasa adalah suatu

persetujuan mengenai pemberian kekuasaan/wewenang (lastgeving)

dari satu orang atau lebih kepada orang lain yang menerimanya

(penerima kuasa) guna menyelenggarakan/melaksanakan sesuatu

pekerjaan/urusan (perbuatan hukum) untuk dan atas nama

(mewakili/ mengatasnamakan) orang yang memberikan kuasa

(pemberi kuasa), sedangkan pada permohonan aquo surat kuasa

perseorangan, namun mengatasnamakan Partai Kebangitan

Bangsa (Bukti PT-1 & Bukti PT-2) yang tertera nama Ketua Umum

dan Sekjen dalam Permohonannya dalam register perkara aquo, hal
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ini merupakan melampaui kewenangan sebagaimana Pasal 1792 

KUHPerdata. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim 

Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan 

permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk 

verklaard). 

SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CA CA T FORM IL 

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 797 KUHPerdata, "Si Kuasa tidak

diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui

kuasanya" karena dalam surat kuasa khusus yang mewakili

Pemohon untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi

Pemberi Kuasanya adalah Perseorangan atas nama Sius

Dowansiba bukan secara organisasi partai politik yaitu Partai

Kebangkitan Bangsa, sebagaimana Permohonan aquo diajukan

oleh Pemohon maupun Kuasa Hukumnya. Artinya dalam

Permohonan Perkara Nomor: 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD­

XXII/2024, Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai kapasitas

untuk mengajukan Permohonan, Pembuktian, Daftar Alat Bukti,

Saksi maupun Kesimpulan di Mahkamah Kontitusi, sehingga tidak

mempunya1 Legal Standing untuk melaksanakan proses

persidangan. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim

Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan

permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk

verklaard).

3. Bahwa menurut hemat kami serta berdasarkan dasar hukum yang

kami ajukan, maka Surat Kuasa Khusus Pemohon cacat formil,

sehingga tidak patut atau tidak cakap mengajukan Permohonan

dan melanjutkan proses persidangan Permohonan Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Perkara Nomor 117-02-01-

34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi, yang

diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak berdasarkan syarat
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hukum acara Mahkamah Konstitusi yang benar atau setidak­

tidaknya menyatakan Pemohon tidak mempunya1 legal standing 

mengajukan perkara aquo.--------------------------------------------------

4. Bahwa secara jelas kami urai dalam bagian I point 1 sampai 4

argumentasi hukum kami, kami yakin Mejelis Hakim Konstitusi

yang Mulia sependapat dengan kami. Oleh sebab itu mohon Majelis

Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dalam eksepsi kami

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet

onvankelijk verklaard). -------------------------------------------------------

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

(LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mabkamab Konstitusi (PMK) No

2 Tabun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud dengan

Pemohon Berdasarkan Pasal 3 ayat ( 1) huruf a PMK No. 2 Tahun

2023.

Pasal 3 ayat (1) buruf a 

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
adalah: Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian 
keanggotaan DPR dan DPRD" 

Sedangkan Permohon aquo adalah Permohonan perseorangan 

yang diajukan Sius Dowansiba berdasarkan Akta Registrasi 

Perkara Konstitusi Elektronik (ARPK) dengan Registrasi Perkara 

Nomor 117-02-02-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Bukti PT-1) 

dengan keterangan "Diajukan oleb P e r s e o r a n g a n Sius 

Dowansiba Partai Kebangkitan Bangsa untuk Provinsi Papua 

Barat" pada tanggal 23 April 2024 Pukul 14:00 Wib, artinya 

Permohonan Pemohon tidak memiliki legal standing (Legitima 

Persona Standi In Judicio) sebagai Pemohon untuk mengajukan 

Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu mohon 
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kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat 

diterima (niet ontvantkelijk verklaard). 

2. Bahwa Pemohon bukan partai politik peserta pemilu melainkan

perseorangan yang mengajukan permohonan aquo kepada

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Jurisprudensi Perkara PHPU

No. 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019. Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Tulungagung Daerah pemilihan Tulungagung 1 tidak

adanya persetujuan dari DPP Parpol untuk atas nama Pemohon.

Serta dalam surat kuasanya Pemberi Kuasa adalah perorangan.

3. Bahwa, poin romawi III lembar ke 3 dalam Permohonan Pemohon,

Pemohon mengutip bahwa pada huruf a Pemohon adalah Partai

Politik peserta Pemilu. Namun pada huruf b Pemohon kembali

menyampaikan bahwa dirinya adalah Calon Anggota DPR RI yang

mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris

J enderal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat. (Bukti PT-

3)

4. Bahwa hingga pada persidangan pertama pembacaan

Permohonan pun pada tanggal 3 Mei 2024, Pemohon tidak

mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Kebangkita

Bangsa. Oleh karena itu, tidak adanya 

rekomendasi/ persetujuan Partai, maka Pemohon tidak 

memiliki Kedudukan Hukum. Oleh sebab itu mohon kepada 

Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet 

ontvantkelijk verklaard). 
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III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR ( OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan perseorangan, tetapi

argumentasi posita adalah partai politik berdasarkan Jurisprudensi

Perkara PHPU No. 151-92-07 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019. Provinsi

Sulawasi Selatan DPRD Kab. Maros 1. Hal ini tentu tidak sejalan

dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Permohonan

Pemohon menjadi kabur (Obscuur Liben. Oleh sebab itu mohon

kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili

perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

(niet ontvantkelijk verklaard).

Permohonan Pemohon melanggar Pasal 5 Peraturan Mahkamah 

Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2023 

2. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 2 tahun 2023 sebagaimana

termaktub Pasal 5.

Pasal 5 PMK No. 2 tahun 2023 

"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah 
Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil 
Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang 
mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/ atau terpilihnya 
calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan". 

Bahwa dalam Permohonannya pemohon pada romawi IV lembar 

/halman ke 4 (empat), lembar/halaman ke 5 paragrah 4 & 5, 

kemudian lembar/halaman 6 sampai dengan lembar/halaman 20 

mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hal itu tidak sejalan 

dengan dengan Pasal 5 PMK No. 2 tahun 2023, karena DPT bukanlah 

objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, sehingga 

permohonan pemohon menjadi kabur (Obscuur Liben. Oleh sebab itu 

mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat 

diterima (niet ontvantkelijk verklaard). 
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Bahwa lembar /halaman 21 sampai dengan lembar 27 paragraf 1 

dan 2, mempersoalkan jumlah pemilih yang tidak sesuai, hal itu 

tentu saja, apabila permohon keberatan, seharusnya melakukan 

Pengaduan ke Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP) bukan mengajukan permohonan aquo ke Mahkamah 

Konstitusi, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur ( Obscuur 

Liben. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan 

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard). 

Bahwa lembar/halaman 27 huruf c sampai dengan lembar/halaman 

28 huruf f tentang pencoblosan ganda, mencampuradukan antara 

pemilih legislatif dengan pemilih Presiden, tentu hal ini menjadi 

tumpang tindih, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur 

( Obscuur Liben. Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim 

Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara m1 menyatakan 

permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk 

verklaard). 

3. Bahwa dengan ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon dan Pihak

Terkait yang diuraikan berdasarkan ketetapan KPU dan Petitum

yang tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon, sehingga sudah

seharusnya dikesampingkan.

4. Pemohon keliru dalam permohonannya sehingga membuat

Permohonannya kabur/tidak jelas. Pemohon pada substansinya, pada

intinya mempermasalahkan pengetahuan politik, kemiskinan, dan

keadaan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian

mempermasalahkan pendidikan, berikut kami kutip dalil Pemohon

dalam latar belakang Permohonan Pemohon pada halaman 4:

"Kabupaten Teluk Bintuni merupakan Kabupaten Paling Kaya di 

Provinsi Papua Barat, namun sekaligus Kabupaten yang 
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